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ABSTRAK

ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMALSUAN
DOKUMEN DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIIL

OLEH

LUTHFI SEPIANSYAH MERAH HAMZAH

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat
akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris
dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Notaris sebagai
pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat kebenaran
formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.
Realitanya dalam masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang
memberikan data dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada
Notaris dalam pembuatan suatu akta.Dalam hal ini timbul kekosongan norma
hukum dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan
perlindungan hukum dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta
berdasarkan data dan informasi yang dipalsukan para pihak. Permasalahan dalam
penelitian ini adalah : (1) Bagaimanakah analisis pemidanaan terhadap pelaku
pemalsuan dokumen dalam pembuatan akta notariil? (2) Apakah faktor yang
menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam
pembuatan akta notariil?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis
empiris. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data yang relevan
dengan permasalahan antara lain bahan hukum sekunder Publikasi tentang hukum
meliputi dan komentar ahli atas permasalahan. Prosedur pengumpulan data
dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Data yang diperoleh
selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam Pembuatan
Akta Notarill merupakan suatu proses analisis sanksi hukum pidana yang
diterapkan kepada para pelaku tindak kejahatan pemalsuan akta yang dapat
dikenakan pasal 263 KUHP. Pemidanaan terhadap pihak Notaris dapat dikenakan
apabila terkait dengan pembuatan akta partij yang didasarkan pada keterangan
palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur tindak pidana pemalsuan.
Sehingga seorang notaris dapat dikenakan pidana pemalsuan dengan Pasal 263
KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan syarat bahwa notaris tersebut telah dibujuk atau
membujuk serta mengetahui keterangan tersebut palsu atau tidak benar.
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Dalam pemidanaan pelaku pemalsuan akta otentik memiliki beberapa hambatan
yang ditemukan, berdasarkan hasil wawancara bersama Notaris di Bandar
Lampung hambatan yang dirasakan oleh pihak notaris yaitu kurangnya literasi
hukum pada masyarakat setempat, sehingga tidak banyak korban dari tindak
pemalsuan akta riil yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian, lebih
banyak kasus dimana pihak yang dirugikan memilih berdamai dengan pelaku
pemalsuan dokumen akta riil. Sedangkan kurangnya fasilitas dan kelengkapan
laboratorium forensik kriminalistik yang berada di wilayah hukum Provinsi
Lampung menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk membuktikan dokumen
yang dianggap palsu. Selain itu sering pula Notaris di tarik sebagai pihak yang
turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana yaitu
membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Hal ini pun
menimbulkan kerancuan. Kerancuan ini bisa menjadi salah satu hambatan dalam
penjatuhan pidana pada pelaku pemalsuan akta otentik.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Memberikan pelatihan terhadap notaris secara
berkala agar tidak melakukan kesalahan yang fatal dimana membawa dampak
merugikan untuk pihak pihak tertentu maupun diri sendiri. (2) Sebagai upaya
preventif pemerintah dapat memberikan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai
tindak pidana pemalsuan dokumen khususnya akta otentik sehingga diharapkan
tidak akan terjadi lagi kasus kasus pemalsuan dokumen khususnya akta otentik.

Kata kunci ;: Pemalsuan dokumen, Pemidanaan, Notaris
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MOTTO

“We are what we repeatedly do. ”

(Aristotle)

“Tak ada harta pusaka yang sama berharganya dengan
kejujuran”

(Bung Hatta)

“Sesungguhnya Allah menuruhmu menyampaikan amanah
kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu
menetapkan hukum diantara manusia, hendaknya kamu
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebik-
baiknya yang memberi pengajaran kepadamu.
Sesungguhnya, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

(Q.S An-Nisa: 58)
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada prinsipnya kehadiran notaris sangat penting dalam menciptakan kepastian
hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Notaris dalam
melakukan pencegahan terjadinya masalah hukum melalui akta autentik yang
dibuatnya sebagai alat bukti, apa yang akan terjadi jika alat bukti yang sempurna
tersebut kredibilitasnya diragukan. Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian
tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian
di persidangan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawabnya karena pada
proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana, terdapat proses pembuktian,
yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), artinya dalam perkara
pidana akta notaris merupakan alat bukti yang tidak mengikat penyidik dan hakim

dalam pembuktian, atau bersifat bebas.*

Akta otentik yang dikeluarkan oleh notaris sebagai pejabat yang diangkat oleh
pemerintah merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa,
mengandung maksud hakim harus membenarkan akta otentik tersebut. adapun
akta notaris batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat subyektif dan syarat

obyektif. Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan

! Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana. PT. Bayu Indra
Grafika, Yogyakarta. 2007, him. 4.
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penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta
otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian
hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.
Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian
sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan
terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan

cepat.

Suatu akta adalah otentik, bukan karena penetapan undang-undang, akan tetapi
karena dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. Otentisitas dari akta
Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris/fUUJN), dimana Notaris
dijadikan sebagai “pejabat umum”, sehingga akta yang dibuat oleh Notaris dalam

kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang Undang Jabatan Notaris
disebutkan bahwa: akta notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik
yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang
ditetapkan dalam undang-undang ini. Dengan perkataan lain, akta yang dibuat oleh
notaris mempunyai sifat otentik, bukan oleh karena undang-undang menetapkan
sedemikian, akan tetapi oleh akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum,
seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Demikian halnya menurut
Pasal 1868 KUH Perdata disebutkan : “suatu akta otentik ialah suatu akta yang

dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang- undang oleh atau dihadapan Pejabat
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Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Notaris sebagai

pejabat umum mempunyai beberapa wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal

15 Undang Undang Jabatan Notaris. Wewenang-wewenang tersebut antara lain :

1

2
3

9

Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan
dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, menjamin
kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan
grosse salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta-akta itu
tidak dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lain atau orang
lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di
bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam
buku khusus;

Membuat fotokopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan
yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat
yang bersangkutan;

Melakukan pengesahan kesamaan fotokopi dengan surat aslinya;
Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau membuat akta
risalah lelang.

Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, hal ini disebabkan

karena akta autentik dibuat sesuai dengan kenyataan yang dilihat oleh seorang

Notaris tersebut sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam Undang-undang

mengatakan bahwa, pembuktian dengan menggunakan alat bukti tulisan atau akta

otentik merupakan alat bukti yang diakui dan beberapa perbuatan dianggap sangat

penting sehingga mengharuskan adanya pembuatan akta.?

Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai kewenangan dalam membuat

akta otentik yang telah diatur di dalam Pasal 15 Undang Undang Jabatan Notaris

dan kewenangan lainnya yang diatur di dalam undang-undang. Selain memiliki

% Habib Adjie. Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT. Citra Aditya Bakti Bandung.
2014. him.21
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kewenangan, di dalam undang-undang jabatan notaris juga mengatur mengenai

kewajiban serta larangan dimana kedua hal tersebut tidak boleh dilanggar.

Masyarakat membutuhkan seorang notaris yang dapat diandalkan, dapat
dipercaya, yang tanda tangannya serta segala capnya memberikan jaminan dan
bukti, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya
(onkreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut, dan membuat suatu
perjanjian yang dapat melindunginya di hari yang akan datang. Perlunya suatu
tanggung jawab baik individual maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-
norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada Kode Etik Profesi, bahkan
merupakan suatu hal yang wajib sehingga akan memperkuat norma hukum positif

yang sudah ada.’

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta yang memuat
kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada
Notaris. Menurut Subekti, “yang dinamakan surat akta adalah suatu tulisan yang
semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu hal atau peristiwa, karenanya

* Sedangkan menurut Sudikno

suatu akta harus selalu ditandatangani”.
Martokusumo,® “bahwa yang dinamakan dengan akta adalah surat yang diberi
tanda tangan yang memuat peristiwa-peritiwa yang menjadi dasar dari suatu
hak/perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.

Dengan demikian, pembuatan akta notaris dapat digunakan sebagai pembuktian

dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat untuk mengingat

® Liliana Tedjosaputro, Op.Cit, him. 4

* R. Subekti, Pokok-Pokok hukum Perdata, Cetakan ke-XXVIII, Jakarta, Intermasa, 2001, him.
178.

> Sudikno Martokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-6, Yogyakarta, Liberty, 2008,
him. 142.
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kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat digunakan untuk

kepentingan pembuktian”.

Pada praktiknya banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh
pemiliki akta tersebut, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut
serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat
atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Dalam hal ini notaris
secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan
pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk
menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap

yang lain harus dibuktikan di Pengadilan.’

Salah satu contoh kasus terkait pemalsuan dokumen atau identitas dalam
pembuatan akta notaris misalnya ketika membuat akta perjanjian antara perseroan
terbatas dengan perorangan dari pihak perseoran yang menghadap bukan dari
orang yang berwenang untuk bertindak selaku orang yang ditunjuk oleh perseoran
untuk melakukan perbuatan hukum karena kurang kehati-hatian atau ketelitian

seorang notaris telah menuangkan identitas orang tersebut ke dalam minuta akta.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna
memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para pihak, kepastian, ketertiban
dan perlindungan hukum para pihak. Akta notaris pada hakekatnya memuat
kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada

Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta

® R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan, Rajawali Pers,
Jakarta, 2002, him. 19

" Habib Adjie, Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadp Undang Undang Nomor
30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Bandung, Rafika Aditama, 2008, him. 45.
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tentang apa yang sungguhsungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para
pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut.
Pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam

akta Notaris.®

Akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada
orang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka
orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan
penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum. Perbuatan yang
dilakukan oleh notaris tersebut dalam menjalankan profesinya membawa ke ranah
hukum pidana yaitu memberika keterangan palsu, notaris tersebut di panggil dan
diperiksa oleh penyidik dan diproses hingga mendapatkan sanksi pidana. Dalam
praktiknya di masyarakat banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan
data dan informasi tidak sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam

pembuatan suatu akta.

Tugas seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh
para pihak yang menghadap, sesuai kewajiban notaris yang diatur dalam Pasal 16
ayat (1) huruf F Undang Undang Jabatan Notaris. Realitanya dalam masyarakat
banyak ditemukan adanya para pihak yang memberikan data dan informasi tidak
sesuai dengan kenyataannya kepada notaris dalam pembuatan suatu akta. Tugas
seorang notaris adalah menuangkan data dan informasi yang diberikan oleh para
pihak tanpa menginvestigasi lebih lanjut kebenaran data tersebut. Sebagaimana

diketahui, notaris tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi atau mencari

8 Ibid., him.45


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak
(penghadap). Timbul persoalan dalam hal bentuk pertanggungjawaban notaris
terhadap proses pembuatan akta otentik yang data dan informasinya dipalsukan
oleh para pihak. Dalam hal ini timbul kekosongan norma hukum dalam Undang
Undang Jabatan Notaris yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan
tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta berdasarkan data dan informasi

yang dipalsukan para pihak.

Tindak pidana berupa pemalsuan suatu surat diatur ketentuannya dalam Pasal
263 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat
menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang
diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat
menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara
paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai
surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat
itu dapat menimbulkan kerugian.

Selain itu diatur dalam Pasal 266 KUHP yang menyatakan sanksi menurut
ketentuan Pasal 266 KUHP adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana
tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan

sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan

Oknum Notaris Bandar Lampung, yang juga sebagai PPAT terungkap sedang
dilaporkan pemalsuan akta otentik. Laporan pemalsuan di Laporkan di Polresta
Bandar Lampung sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B/1680/V/2019/LPG/Resta
Balam, Tertanggal 7 Mei 2019 dengan Pelapor Rudianto Rusli Irawan.
Sebelumnya, Seorang Notaris yang berkedudukan di Bandar Lampung bernama
Chairul Anom telah diberhentikan sebagai notaris karena terbukti melanggar
Undang-Undang. Keputusan pemberhentian ditetapkan sesuai SK Menkumham
RI Nomor: AHU.36.AH.02.04 tanggal 23 April 2019. Sanksi itu dijatuhkan atas
laporan Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara VII (SPPN VII). Kini Terduga
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pemalsu sedang diungkap di Polresta Bandar Lampung. Hal ini dilakukan, untuk
mengurangi kasus-kasus mafia tanah, yang ternyata terungkap para terduga pelaku
ialah Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Untuk kasus yang
menjerat Thabrani, laporan dibuat atas terjadinya dugaan tindak pidana pemalsuan
akta otentik jual-beli tanah (AJB) Nomor:05/CT.TKB/I/2008 Tertanggal 22
Januari 2008. AJB adalah akta otentik yang dibuat oleh Notaris atau Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak
atas tanah karena jual-beli. Dalam jual beli itu tertera jual beli antara Liawati
(Liaw Ye Ing)/Penjual dengan Marthalina Arifin (Pembeli). Akan tetapi faktanya
sebagai pembeli bukan Marthalina Arifin (Pembeli) melainkan harusnya Pelapor.
Sementara David Sihombing kuasa Hukum Rudiyanto Rusli Irawan mengatakan
tidak ada urusan dengan Chairul Anom meski telah dipecat.’

Akta jual beli tanah adalah dokumen berkekuatan hukum yang membuktikan
adanya peralihan hak atas tanah dari pemilik (penjual) kepada pemilik baru, dalam
hal ini pembeli. Surat akta jual beli tanah ini baru dapat dikeluarkan jika transaksi
sudah lunas. Sebagai dokumen berkekuatan hukum, surat akta jual beli inilah
yang nantinya menjadi rujukan, baik bagi pembeli maupun penjual jika nantinya
terjadi sengketa atau masalah hukum sesudah transaksi. Pada dasarnya AJB itu
asli saja akan tetapi dalam proses pembuatan akta jual beli ada saja oknum yang
membuatnya tidak sesuai prosedur dan notaris dimintakan untuk menerbitkan akta
notaris sertifikat tanah sehingga ada permasalahan lainnya yaitu perbuatan

melawan hukum atau tindak pidana yang dilakukan sehingga hal tesebut bisa

dipermasalahkan dan diproses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: Analisis
Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen atau Identitas dalam

Pembuatan Akta Notariil.

% https://www.suaralampung.com/2019/oknum-notaris-dan-ppat-di-bandarlampung.html, diakses
Tanggal 4 Oktober 2021, Pukul 20.45 WIB.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan

sebagai berikut:

a. Bagaimanakah analisis pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen
dalam pembuat akta notariil?

b. Apakah faktor penghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen

dalam pembuat akta notariil?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak terjadi kerancuan dalam pembahasan sehingga memungkinkan
penyimpangan dari judul, maka peneliti membatasi ruang lingkup dalam
penelitian ini terbatas pada hukum pidana, khususnya yang membahas tentang
analisis pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta
notariil dan faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan terhadap pelaku
pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil. Penelitian dilakukan di Bandar

Lampung pada Tahun 2021 - 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam skripsi ini, pada garis besarnya adalah untuk
menjawab permasalahan, yaitu:

a. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam

pembuat akta notariil.
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b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat pemidanaan
terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis ini dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum
dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang pemidanaan
terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

b. Kegunaan Praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
masukan kepada para praktisi hukum yang bertugas menangani perkara pidana
dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui

lebih dalam mengenai pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau
dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya
penelitian hukum. Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena
teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang
diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi.
Secara defenitif, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan
utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas.

Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan si
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peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti. Dengan demikian
teori adalah pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang

dikemukakan.

Pada permasalahan pertama yaitu pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan
dokumen dalam pembuat akta notariil dengan menjawabnya digunakan Teori
Pemidanaan. terhadap seseorang juga sering menjadi perdebatan yang panjang
karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukum tertentu.

Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan hak.™

Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:
Teori Absolute atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan
Teori Nisbi dan Teori Gabungan :

a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien)
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut
ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak
tanpa tawar menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan
kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun
yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur
pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti : si pembunuh harus dibunuh,
si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia
yang dapat menggambarkan teori ini. “pembalasan” (vergelding) oleh
banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu
kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.
b. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan
suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi
harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatgu pidana bagi
masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada
tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini
pertama-tama harus “diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari
kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi).
Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan

19 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, him.
124-125.

1 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani, Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem
Pemasyarakatan Indonesia, Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, him. 2.
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prevensi umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan
bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan
dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam
prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat,
sedangkan dalam prevensi umum diushakan agar para oknum semua
juga takut akan menjalankan kejahatan.teori relatif ini melihat bahwa
upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar
menjadi orang baik yang tidak akan laghi melakukan kejahatan
c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana,
muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur
“pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi
dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori
gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama bahwa teori
gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui
batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata
tertib masyarakat, kedua bahwa teori gabungan juga mengutamakan
perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya
pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan
terpidana.’

Pada permasalahan kedua yaitu faktor-faktor yang menjadi penghambat
pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil
akan dijawab dengan Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana.
Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum bukan semata-mata
pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain
yang menghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)
Praktik menyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak
sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan
secara normatif.

2) Faktor Penegak Hukum
Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah
mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam
kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum
bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung.

12 Wirjono Prodjodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2003,
him. 23
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Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang
memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang
memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan
penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana
mestinya
4) Faktor Masyarakat
Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan
penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat
dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang
terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran
hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.
Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang
baik.
5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat.
Berlakunya ~ hukum  tertulis  (perundang-undangan) harus
mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam
penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan
perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan
semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila
peraturan-peraturan  perundang-undangan  tidak  sesuai  atau
bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin
sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum
tersebut.*®

2. Konseptual
a. Analisis adalah proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi
bagian-bagian kecil sehingga bisa lebih mudah dipahami.'*
b. Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap
pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya
diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai

penghukuman. Pada dasarnya pidana dijatunhkan bukan karena seseorang

telah berbuat jahat tetapi agar seseorang yang dianggap telah berbuat jahat

13 Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar. Rajawali Press. Jakarta. 2002. him.242.
4 Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, him. 176.
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(pelaku kejahatan) tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan
kejahatan serupa.’

Pemalsuan dokumen adalah tindak pidana menggunakan surat yang
dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, unsur dengan sengaja disini
adalah adanya kehendak dari pada pelaku untuk menggunakan surat
tersebut. Dimana kehendak yang dimaksudkan diliputi oleh pengetahuan
karena dalam menghendaki sesuatu seseorang biasanya terlebih dahulu
memiliki pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu.*®

Dokumen adalah surat penting atau berharga yang sifatnya tertulis atau
tercetak yang berfungsi atau dapat dipakai sebagai bukti ataupun
keterangan.'’

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah,
tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama
diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.'®

Akta Notariil adalah akta yang dibuat dan dibacakan serta ditandatangani
di depan Notaris, isi akta merupakan keinginan para pihak tapi sebagai

pejabat umum Notaris bertanggung jawab penuh atas isi akta tersebut

mengenai kebenaran dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.®

E. Sistematika Penulisan

5 Tolib Setiady, Pokok-Pokok Hukum Penintesier Indonesia, Alfabeta, 2010, him. 21

16 p AF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan umum Terhadap
Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009., him. 1

7 Koentjaraningrat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, him. 45.

'8 |smu Gunadi, Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011, him.

89.

19 Adjie Habib, Hukum Notaris Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2006, him. 51.
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I. PENDAHULUAN.
Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah,
Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

1. TINJAUAN PUSTAKA
Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum
terkait pokok bahasan penelitian mengenai pemidanaan terhadap pelaku

pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil.

I11. METODE PENELITIAN
Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur

pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok
permasalahan tentang: pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen
dalam pembuat akta notariil dan faktor-faktor yang menjadi penghambat

pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta notariil

V. PENUTUP
Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-
bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil

penelitian serta saran dari peneliti.
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Il. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Berbagai jenis tindak pidana telah dirumuskan dalam Kitab UndangUndang
Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan warisan dari jajahan Belanda, dimana
dulunya dikenal dengan istilah Wetbook Van Straftrecht (WvS) setelah terjadinya
perang dunia ke Il. Dalam perumusan Strafbaar Feit itu menurut ajaran Simon
harus memuat beberapa unsur diantaranya:

a. Suatu perbuatan manusia (menselijkt handelingen) dengan handeling
dimaksudkan tidak saja perbuatan akan tetapi perbuatan yang
mengabaikan

b. Perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang

c. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan,”

Menurut KUHP tersebut terdiri dari tiga sistematiknya yang pertama tentang
aturan ketentuan umum, kedua tentang kejahatan dan yang ketiga tentang
pelanggaran. Keberadaan KUHP sebagai pedoman umum dalam pemeriksaan
perkara pidana, hingga saat ini masih berlaku secara hukum dan mengikat setiap
warga Negara meskipun telah diadakan RUU KUHP baru yang dirancang sesuai
dengan nilai-nilai budaya dan filosofis Bangsa Indonesia. Tapi, hingga saat ini,

RUU KUHP belum pernah disahkan menjadi suatu aturan hukum yang memiliki

kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh lapisan rakyat Indonesia.

% satochid Kartanegara. Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa. Jakarta, 2007. him. 74.
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Salah satu jenis ke jahatan yang dikenal dalam KUHP adalah kejahatan
pemalsuan surat, dimana pada awalnya pembentukan peraturan pidana ini
bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum publik perihal kepercayaan
terhadap kebenaran suatu surat atau akte otentik. Kebenaran pada suatu surat atau
akte otentik sendiri sendiri terdiri atas 4 macam, yaitu :

a. Surat atau akte yang menimbulkan suatu hak;

b. Surat atau akte yang menerbitkan suatu perikatan;

c. Surat atau akte yang menimbulkan pembebasan utang; dan

d. Surat atau akte yang dibuat untuk membuktikan suatu hal/keadaan tertentu.?

Surat atau akte ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut
adalah pebuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) atau tindakan
perbuatan memalsu (vervalsen). Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu
perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum
ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan
ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud
perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara
menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda
dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. Dua unsur
perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akte tersebut merupakan sesuatu yang
bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang
terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya
dan salah satu objek suratnya. Dimana dalam proses pembuktiannya

menggunakan hukum pembuktian sebagaimana telah diatur pada Pasal 183 jo 184

2! Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. PT Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2011. him .49
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KUHAP. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan
cara apapun mengenai suatu surat atau akte misalnya Akte Kelahiran, sehingga
menghasilkan sebuah Akte Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai
perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya
dari perbuatan membuat. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak
tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidak-tidaknya memenubhi
syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian
hukum dan keadilan bagi setiap orang di negara ini, dan untuk menghindari
kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis pada

suatu perkara yang ditanganinya.*?

Istilah Tindak pidana sebagai terjemahan Strafbaar Feit diperkenalkan oleh pihak
pemerintah departemen kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam
undang-undang tindak pidana khusus, istilah tindak pidana menunjukan
pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal-hal
tersebut dapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak
berbuatnya dia, dia telah melakukan tindak Pidana. Pembentukan undang-undang
sudah tetap pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai
istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang.
Oleh karena itu setelah melihat berbagai defenisi diatas maka dapat disimpulkan
Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam

dengan pidana, dimana pengertian di sisi lain perbuatan bersipat aktif dan pasif.

22 Andi Ahmad Suhar Mansyur. Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Otentik yang
Dilakukan Oleh Notaris. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 2013. him. 2.



19

Pengertian tindak pidana Pemalsuan menurut Adam Chazawi adalah kejahatan
yanng di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal
(objek) yang sesuatunya itu nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal
sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Sedangkan Pemalsuan
adalah berasal dari kata palsu yang arti nya tidak tulen, tidak sah, tiruan,

gadungan.”®

Pemalsuan masih dari sumber yang sama di artikan sebagai proses, cara,
perbuatan memalsukan.Jadi palsu menandakan suatu barang tidak asli sedangkan
pemalsuan adalah proses pembutan suatu barang yang palsu, sehingga dengan
dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku,ada barang yang di

palsukan dan ada tujuan pemalsuan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen

Menurut Kitab Undang-undang Pidana (KUHP) maka jenis tindak pidana
pemalsuan dapat dibedakan sesuai dengan buku kedua tentang kejahatan tindak
pidana pemalsuan. Dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan
menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, berdasarkan pasal 263 KUHP
menyatakan bahwa :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat
menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu
pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi
sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh
orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak
dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu
kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara
selama-lamanya enam tahun.

(2) Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja
menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu

28 Adam Chazawi. Kejahatan terhadap Harta Benda. Bayu Media. Malang. 2013. him. 2-3
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asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan

sesuatu kerugian.?*
Kejahatan Pemalsuan Surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam
bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, yang merumuskan
adalah sebagai berikut: Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat
yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau
yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud
untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah
isinya benar dan tidak palsu, dipidana jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan

kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun.

Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat
palsu atau yang dipalsukan seolah-olah jika pamakaian surat itu dapat
menimbulkan kerugian. Dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing
dirumuskan pada ayat 1 dan 2. Rumusan pada ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur
sebagai berikut: 1. Unsur subjektif dengan maksud untuk menggunakannya
sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain
menggunakan orang tersebut.Sedangkan perbuatan memalsukan (vervalsen) surat
adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak
berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi
lain/berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu
lalu isinya menjadi benar ataukah tidak atau bertentangan dengan kebenaran

ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak

R, Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bogor. Politea. 2010. him. 195.
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berhak, pemalsuan surat telah terjadi. Orang yang tidak berhak itu adalah orang

selain si pembuat surat.

Sama halnya dengan membuat surat palsu, memalsukan surat dapat terjadi selain
terhadap sebagaian atau seluruh isi surat. Perbedaan prinsip antara perbuatan
membuat surat palsu dan memalsukan surat, adalah bahwa membuat surat palsu
sebelum perbuatan dilakukan belum ada surat, kemudian di buat suatu surat yang
isinya sebagaian atau seluruhnya adalah bertentangan dengan kebenaran atau
palsu. Seluruh tulisan dalam tulisan itu di hasilkan membuat surat palsu. Surat
yang demikian di sebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.Tidak demikian
dengan perbuatan memalsukan surat. Sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah ada
sebuah surat disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya
(termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuat memalsu
yang akibatnya surat yang semula benar menjadian surat yang semula benar dan

bertentangan dengan kebenaran atau palsu.

Unsur kesalahan dalam pemalsuan surat ayat 1 yakni: dengan maksud untuk
memakai atau menyuruh orang lain memakai surat palsu atau surat dipalsu itu
seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Maksud yang demikian sudah harus ada
sebelum atau setidak-tidaknya pada saat akan memulai perbuatan itu. Pada

unsur/kalimat seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.
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B. Tinjauan Umum Pemidanaan

Pidana merupakan terjemahan dari perkataan “straf” dalam bahasa Belanda.
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat juga banyak menggunakan istilah
“hukuman” sebagai terjemahan dari perkataan “straf”. Menurut Sudarto, terdapat
beberapa perbedaan antara istilah hukuman dan pidana. Isilah hukuman
mengandung pengertian umum sebagai sanksi yang dengan sengaja ditimpakan
kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana
maupun hukum perdata, sedangkan istilah pidana merupakan suatu pengertian
yang khusus berkaitan dengan hukum pidana, artinya, dalam hal terjadi
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum pidana. Maka kepada pelaku
dapat dikenakan sanksi berupada pidana.®® Menurut Simon, pidana merupakan
suatu penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang. Penderitaan tersebut oleh
undang-undang pidana dikaitkan dengan telah terjadinya pelanggaran terhadap
suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang

yang bersalah.?

Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan
secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi
positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu
teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena
telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang

lain takut melakukan kejahatan serupa.

% Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidan., Alumni. Bandung.
2005.hIm. 12.
% Ibid., him. 13.
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Pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan
sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang
pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan
serupa. Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila

melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

a.Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
b.Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;

c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk memidana
seorang terdakwa, sebagaimana menurut Sudarto yang menyebutkan bahwa
“penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan
sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (berechten).
Pemidanaan dijelaskan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan
konkritisasi/realisasi dari ketentuan pidana dalam UU yang merupakan sesuatu

yang abstrak.?’

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu
pemidanaan, yaitu :

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri

b. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan.

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.*®

2" Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Refika Aditama. Bandung.
2006. him. 6

%8 Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati Maulani. Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem
Pemasyarakatan Indonesia. Anugrah Utama Raharja. Bandar Lampung. 2018. him. 8.
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Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana, yaitu:
Teori Absolut atau Teori Mutlak, Teori Relatif atau disebut juga dengan Teori
Nisbi dan Teori Gabungan :

a. Teori Absolute atau Mutlak (Vergeldings Theorien)
Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini,
setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar
menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga
dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari
dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang
berarti : si pembunuh harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya.
Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat menggambarkan teori ini.
“pembalasan” (vergelding) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan
untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar.

b. Teori Relatif atau Nisbi (Doel Theorien)
Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu
pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus
dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatgu pidana bagi masyarakat atau
bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh
daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus
“diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah
dilakukan ini tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam,
yaitu prevensi khusus atau spesial dan prevensi umum atau general.
Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan
dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut
menjalankan kejahatan. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini
ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam prevensi umum diushakan
agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan.teori relatif
ini melihat bahwa upaya untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki
si penjahat agar menjadfi orang baik yang tidak akan lagi melakukan
kejahatan.

c. Teori Gabungan (Verenigings Theorien)
Disamping teori absolute dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul
teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan
tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki
penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori gabungan dapat dibedakan
menjadi dua yaitu pertama bahwa teori gabungan mengutamakan
pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan
cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat, kedua bahwa
teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat,
tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada
perbuatan yang dilakukan terpidana.”®

2 Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian | : Stelsel Pidana. Tindak Pidana. Teori-
Teori Pemidanaan. dan Batas Berlakunya Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
2007. HIm. 166
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Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim
dalam menelaah atau mencermati suatu perkara. Hakim juga dalam
menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil
penelitian yang saling berkaitan, sehingga didapatkan hasil penelitian yang
maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.*

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di
pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam

suatu perkara, yaitu sebagai berikut:*:

1. Teori Keseimbangan
Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan
oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau
berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari
hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan
menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku
tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak
yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak
terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan,
hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau

instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan
Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin

konsistensi dari putusan hakim.

%0 Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim Persfektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta.
2010. him 112
3! Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2010. him. 102
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Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya

dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang
relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum
dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi

para pihak yang berperkara.

Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat,
keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,
mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi

manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Seorang hakim dalam gal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti

yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

ebnar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183
KUHAP) Alat bukti yang sah yang dimaksud adalah :

a.
b.
C.
d.

Keterangan saksi;
Keterangan ahli;
Surat;

Petunjuk
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e. Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketehaui
sehingga tidak perlu dibuktikan®

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja
tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan
yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat (3) dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
(unus testis nullus testis).

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian
kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian
proses penegakkan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan
demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu
saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya
antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling
berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan

yuridis dan non-yuridis.

1. Petimbangan Yuridis
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang
didasarkan pada factor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan
oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang hatus dimuat di
dalam putusan-putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya :
a. Dakwaan jaksa penuntut umum
b. Tuntutan pidana

Keterangan saksi

c
d. Keterangan terdakwa

@

Barang-barang bukti
f. Pasal Pasal dalam Undang-Undang

%2 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat
Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. him. 11.
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2. Pertimbangan Non-Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menajatuhkan putusan

membuat pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis saja

tidaklah cukup tanpa ditopang dengan pertimbangan non-yuridis yang bersifat

sosiologis, psikologism dan kriminilogis.

Latar Belakang

Terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri
terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban
ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa
dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk
kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka
senantiasa terancam.

Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa
sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat
pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat
kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan
dengan perasaan yang dapat berupa: tekanan dari orang lain, pikiran
sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan

dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
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Pertimbangan hakim secara non-yuridis juga disebut dengan sosiologis.
Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-
Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa
keadilan yang hidup dalam masyarakat®® Faktor-faktor yang harus
dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap suatu kasus, antara lain:

a. Memperhatikan sumber hukum tidak tertulis dan nilai-nilai yang hidup
dalam masyarakat.

b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

C. Tugas, Fungsi dan Peran Notaris

Notaris merupakan pejabat umum. Istilah Pejabat Umum merupakan terjemahan
dari istilah Openbare Amtbtenaren yang terdapat dalam Pasal 1 PJIN63 dan Pasal
1868 Burgerlijk Wetboek (BW). Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan
Jabatan Notaris menyebutkan bahwa : De Notarissen zijn Openbare Ambtenaren,

uitsluitend bevoegd, om authentieke akten op te maken wegens alle handelingen,

%% Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaaan Kehakiman Ketentuan
Pasal 5 ayat (1).


http://repository.unej.ac.id/
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overeenkomsten en beschikkingen, waarvan eene algemeene verordening gebiedt
of de belanghebbenden verlangen, dat bij authentiek geschrift blijken zal, daarvan
de dagtekenig te verzekeren, de akten in bewaring te houden en daarvan grossen,
afschrif akten en uittreksels uit te geven; alles voorzoover het opmaken dier akten
door ene algemene verordening niet ook aan andere Ambtenaren of personen
opgedragen of voorbehouden is. Terjemahan : Notaris adalah pejabat umum yang
satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan,
perjanjian dan penetapanyang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh
yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse,
salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu
peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau
orang lain). Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : Suatu akta otentik ialah
suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau
dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana
akta itu dibuat. Pasal 1 angka (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Jabatan Notaris menyebutkan : Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang
untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud

dalam undang-undang ini. **

Menurut Kamus Hukum salah satu arti dari Ambtenaren adalah Pejabat. Dengan
demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yang mempunyai tugas yang
bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren

diartikan sebagai Pejabat Publik. Khusus berkaitan dengan Openbare Ambtenaren

% Saleh Adiwinata. A. Teloeki. H. Boerhanoeddin St. Batoeah. Kamus Istilah Hukum Fockema
Andreae Belanda Indonesia. Binacipta. Jakarta. 2003. him. 363.
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yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum diartikan sebagai pejabat yang diserahi
tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi

seperti itu diberikan kepada Notaris.*

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui tugas dan wewenang notaris. Dalam
Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954 Pasal 2 ayat (3) telah dicabut dan materi
yang bersangkutan diatur dalam Pasal 2 dari Undang-undang tersebut, menurut
Undang-undang itu, maka apabila Notaris tidak ada, maka Menteri Kehakiman
menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan Notaris itu. Sambil
menunggu ketetapan Menteri Kehakiman itu, Ketua Pengadilan Negeri dapat
menunjuk seorang yang untuk sementara diwajibkan menjalankan pekerjaan-

pekerjaan Notaris yang dimaksud itu.

Dari ketentuan ini sekarang nyata bahwa bukan lagi Presiden yang berwenang
menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan Notaris dalam hal tidak ada
Notaris, melainkan Menteri Kehakiman. Dan dalam hal yang mendesak, maka
Ketua Pengadilan Negeri berhak menunjuk seorang untuk menjalankan jabatan
itu. Sebelum menjalankan jabatannya itu seorang Notaris harus mengucapkan
sumpah (janji dan keterangan/pernyataan) di hadapan atau di tangan Kepala
Pemerintah Daerah Tingkat | (Gubernur), dari daerah di mana Notaris itu

bertempat kedudukan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya itu, tentu saja ia harus mengindahkan
berbagai perundangan (peraturan hukum) yang berlaku. Meskipun dalam

melaksanakan jabatannya diatur dalam peraturan khusus (Undang-Undang

% E. Sumaryono. Etika Profesi Hukum. Kanisius. Yogyakarta. 2003. him. 23


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

32

Jabatan Notaris), pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah
dalam hal ini Menteri Kehakiman, diambil sumpah dan lain sebagainya, ia tidak

mendapat gaji dan/atau uang pensiun dari pemerintah.

Kepastian isi akta notaris berarti memang demikian yang dikehendaki oleh para
pihak, dan juga isi akta itu telah disaring oleh Notaris, tidak melanggar hukum
sebab Notaris sesuai dengan sumpahnya, akan menepati dengan seteliti- telitinya
semua atau segala peraturan bagi Jabatan Notaris yang sedang berlaku atau
kepastian orang, memang orangnya, bukan orang lain dan ditandatangani oleh
orang lain. Sebab setiap orang yang membuat akta harus terlebih dahulu dikenal
oleh notaris. Apabila notaris tidak mengenal orang tersebut, maka orang itu tidak
dapat membuat akta notaris. Tidak dikenal oleh notaris, bisa membuat akta tetapi

harus diperkenalkan oleh dua orang saksi yang dikenal oleh notaris.

Menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (Stbl.1860 Nomor 3) ditetapkan bahwa
notaris adalah pejabat umum yang khusus berwenang membuat akta outentik
mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan yang diperintahkan oleh
peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan, agar dengan surat
outentik itu akan dinyatakan kepastian tentang tanggalnya, penyimpanan aktanya
dan memberikan grosse, kutipan, dan salinannya, semuanya itu sejauh pembuatan
akta-akta tersebut dan peraturan umum tidak juga ditugaskan atau disediakan

untuk lain-lain pegawai atau orang lain.
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D. Faktor-faktor yang Menghambat Pemidanaan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan,
kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan
hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum
adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan
hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.

Pada hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah
yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi
tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional,
tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya

dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

a. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (subtantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang
lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.

b. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang
bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

% Soerjono Sukanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Grafindo Persada.
Jakarta. 2002.him 74.
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hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara
maksimal.

c. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini
dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-
keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan
sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya
discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.*’

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto
adalah:

a. Faktor Hukum
Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak,
sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah
ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang
tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat
dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan
dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan
hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena
penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian.
antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai
kedamaian.

b. Faktor Penegakan Hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum
memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas
petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci
keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian
penegak hukum

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan
perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan.
Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal
yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami
hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang
kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih
diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis
yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai
kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok
sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul
adalah taraf kepatuhan hukum, vyaitu kepatuhan hukum yang tinggi,

" Soerjono  Soekanto. 2004. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum
Cetakan Kelima Raja Grafindo Persada. Jakarta. him. 42.
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sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat
terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang
bersangkutan.
e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering
membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan mempunyai fungsi yang
sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia
dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan
sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.*®

% Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan
Kelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2004. him. 42



I11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah
Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek
penelitian dengan cara observasi dan wawancara (interview) terkait dengan
pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam pembuat akta

notariil.

B. Sumber dan Jenis Data

1. Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek
penelitian tentang pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen dalam
pembuat akta notariil dengan cara observasi (observation) dan wawancara
(interview) kepada informan penelitian.

2. ata Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan
(library research) dengan cara membaca, mengutip dan menelaah berbagai
kepustakaan, asas-asas hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah
yang diteliti. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer dimaksud, antara lain yaitu:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang
Peraturan Hukum Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1946 Nomor
68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 71).

¢) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran-Negara Tahun 1981 Nomor 90 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 270).

d) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
(Lembaran-Negara Tahun 2014 Nomor 117 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4432).

2) Bahan hukum sekunder vyaitu terdiri dari Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan lain-lain.

3) Bahan hukum tersier merupakan data pendukung yang berasal dari
informasi dari karya ilmiah, makalahm tulisan ilmiah lainnya, media
massa, Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data

lainnya.

C. Penentuan Narasumber
Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik
mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang menmberikan atau mengetahui
secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk
kepentingan pemberitaan di media massa. Adapun narasumber pada penelitian
ini terdiri dari:
a. Penyidik di Polresta Bandar Lampung 1 orang

b. Notaris di Bandar Lampung 1 orang
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c. Dosen Bagian Pidana FH Unila 1 orang +
Jumlah 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai

berikut:

a. Studi pustaka (library research) adalah dengan mempelajari literatur-
literatur untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti berupa asas-asas hukum, peraturan-peraturan
hukum dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang
diteliti.

b. Studi lapangan (field research) dengan cara dilakukan wawancara
(interview) untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara
wawancara langsung secara terarah (directive interview) terhadap

narasumber yang terkait dengan perkara tersebut.

2. Prosedur Pengolahan Data
Data yang diperoleh selama pelaksanaan penelitian selanjutnya diolah
dengan tahapan sebagai berikut:
a. ldentifikasi Data
Identifikasi data merupakan kegiatan untuk mencari, menemukan,
mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi

dari kebutuhan lapangan sesuai dengan permasalahan penelitian.
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b. Kilasifikasi Data
Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan
sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara
sistematis.

c. Sistematisasi Data
Data yang sudah dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai
dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah

dalam menganalisis data.

E. Analisis Data
Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode
analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis
dan disimpulkan dengan cara pikir induktif sehingga menjadi gambaran umum

jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.



V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut :

1. Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Dalam
Pembuatan Akta Notarill merupakan suatu proses analisis sanksi hukum
pidana yang diterapkan kepada para pelaku tindak kejahatan pemalsuan akta
yang dapat dikenakan pasal 263 KUHP. Sehingga pemidaan terhadap pihak
Notaris dapat dikenakan apabila terkait dengan pembuatan akta partij yang
didasarkan pada keterangan palsu dan tidak dapat memenuhi rumusan unsur
tindak pidana pemalsuan. Sehingga seorang notaris dapar dikenakan pidana
pemalsuan dengan Pasal 263 KUHP jo Pasal 55 KUHP dengan syarat bahwa
notaris tersebut telah dibujuk atau membujuk serta mengetahui keterangan
tersebut palsu atau tidak benar.

2. Faktor yang menghambat pemidanaan terhadap pelaku pemalsuan dokumen
dalam pembuatan akta notarill dirasakan oleh segala pihak yang terlibat.
Berdasarkan hasil wawancara bersama Notaris di Bandar Lampung salah satu
hambatan yang dirasakan oleh pihak notaris yaitu kurangnya literasi hukum

pada masyarakat setempat, sehingga tidak banyak korban dari tindak
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pemalsuan akta riil yang melaporkan tindakan tersebut ke pihak kepolisian,
lebih banyak kasus dimana pihak yang dirugikan memilih berdamai dengan
pelaku pemalsuan dokumen akta riil. Sedangkan kurangnya fasilitas dan
kelengkapan laboratorium forensik yang berada di wilayah hukum Provinsi
Lampung menjadi hambatan bagi pihak kepolisian untuk membuktikan
dokumen yang dianggap palsu. Selain itu sering pula Notaris di tarik sebagai
pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak
pidana yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta
Notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan. Kerancuan ini bisa menjadi
salah satu hambatan dalam penjatuhan pidana pada pelaku pemalsuan

dokumen.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, penulis memberikan saran

agar :

1. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan pelatihan terhadap
notaris secara berkala agar tidak melakukan kesalah yang fatal dimana
membawa dampak pengaruh buruk yang dapat merugikan baik dari para
pihak-pihak tertentu maupun diri sendiri dalam pembuatan akta otentik.

2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk dapat memberikan sosialisasi kepada

masyarakat agar kesadaran hukum masyarakat meningkat.
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